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Abstrak

Hutan merupakan ekosistem penting yang didominasi oleh pepohonan dan memiliki peran strategis dalam
menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan, perambahan, dan
pertambangan ilegal menyebabkan kerusakan hutan, termasuk di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Toffo Pajo
soromandi sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja KPH
Toffo Pajo Soromandi dalam pengelolaan hutan lestari. Penelitian dilakukan pada Mei-Juni menggunakan metode
deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan
menggunakan pendekatan indeks kinerja berdasarkan 13 kriteria yang dapat mendefinisikan aspek aspek penting
yang harus di capai dalam penelitian yaitu 1. Kriteria kelembagaan pengelolaan hutan 2. Tata hutan dan rencana
pengelolaan hutan 3. Pemanfaatan hutan dan penggunaaan kawasan hutan 4. Perlindungan hutan dan konservasi
alam 5. Rehabilitasi dan reklamasi hutan 6. Pemberdayaan 7. Peran serta masyarkat 8. Kerjasama 9. Monitoring
dan evaluasi 10. Sistem informasi kehutanan 11. Pembinaan dan pengawasan 12. Pendanaan 13. Sarana dan
prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks kinerja keseluruhan adalah 2,14, dikategorikan
sedang. Kriteria dengan skor tertinggi adalah Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (2,85), sedangkan skor
terendah terdapat pada Kerjasama (1,00) selain itu dari hasil analisis data dan temuan di lapangan di temukan
kriteria kelembagaan pengelolaan hutan dengan skor sebesar 2,54 menjadi salah satu kriteria yang cukup berperan
penting dalam kinerja penegelolaan hutan Kategori ini dapat menunjukkan bahwa fondasi kelembagaan, seperti
struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta adanya prosedur operasional standar,
kemungkinan besar sudah terbentuk dan berfungsi. Hasil ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat beberapa
aspek yang telah berjalan optimal, masih diperlukan perbaikan terutama dalam aspek kolaborasi lintas pihak,
pemanfaatan potensi ekonomi hutan, serta dukungan infrastruktur dan pendanaan. Evaluasi ini penting untuk
memperkuat peran KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan berkelanjutan di tingkat daerah.
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PENDAHULUAN

Secara umum hutan dapat di artikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan yang berisikan sumber daya alam hayati yang di dominasi oleh
pepohonan satu dengan yang lainyan, yang tidak dapat di pisahkan.(
Tampongangoy., 2022) Sedangkan kehutanan secara luas dapat mencakup segala
sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan hutan secara berkelanjutan (Ago et al.,
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2018., Tanjung et al., 2019). Mengingat Kekayaan alam yang tentunya tidak dapat
dinilai jumlahnya ini, tersebar di seluruh indonesia salah satunya yang berada di
kabupaten Dompu. yang memiliki bentang alam yang cukup beragam, diantaranya
meliputi pegunungan, savana, laut, dan lainnya. Akan tetapi, bentang alam tersebut
tidak diimbangi dengan perlindungan alam yang berkelanjutan sehingga
mengakibatkan kondisi bentang alam yang rusak. Hal ini disebabkan oleh
penggunaan kawasan hutan yang berlebihan, seperti perambahan hutan dan
pertambangan ilegal yang tentunya akan dapat merusak ekosistem hutan.

Permasalahan tersebut merupakan sebagian kecil yang terjadi di wilayah hutan
yang ada di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menetapkan Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH) di tingkat tapak yang bertujuan untuk mewujudkan
pengelolaan hutan yang lestari dan efisien untuk memperbaiki sistem pengelolaan
hutan.Prayitno, (2021); Fitria et al.,2021 menegaskan bahwa KPH, yang berperan
sebagai pengelola langsung kawasan hutan, diharapkan dapat mengatasi berbagai
masalah untuk dapat mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan selain
itu KPH bukan hanya sebagai yang mengelola hutan di tingkat tapak saja melainkan
elemen kunci yang secara mendasar menjalankan dan mewujudkan kebijakan
kehutanan di Indonesia. Dalam hal mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dan
efisien, praktek pengelolaan hutan di mulai dari penetapan wilayah hutan di tingkat
tapak hingga identivikasi dan inventarisasi sumber daya hutan di wilayah tingkat
tapak tersebut sering kali terhambat oleh permasalahan sengketa lahan, konflik
kepemilikan lahan dengan masyarakat adat, dan keterbatasan sumber daya untuk
dapat melakukan inventarisasi hutan secara akurat, menyebabkan keberhasilan
pengelolaan hutan terganggu dan berdampak pada pengambilan keputusan dan
pengambilan kebijakan yang kurang tepat, serta lemahnya penegakan hukum,
sehingga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) harus memperkuat peran dalam
menjaga keberlanjutan kawasan hutan.(Wulandari et al., 2022) mengatakan bahwa
bahwa terhambatnya peran KPH sebagai garda terdepan dalam pengelolaan hutan
lestari disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat yang mengubah
kawasan hutan secara ekologis menjadi pemanfaatan hutan secara ekonomi. Dari
permasalahan yang terjadi perlu adanya analisis kinerja KPH wuntuk dapat
mengetahui bagaimana peran kinerja KPH Toffo Pajo soromandi dalam pengelolaan
hutan dan seperti apa upaya yang di lakukan dalam meningkatkan kinerja KPH Toffo
Pajo soromandi dalam pengelolaan hutan.

METODE

Penelitian ini di lakukan pada bulan mei sampai bulan juni di Balai KPH Toffo
Pajo Soromandi dengan menggunakan Metode Deskriptif. Penelitian deskriptif
dilakukan agar dapat mengetahui nilai masing masing variabel, baik itu satu variabel
saja maupun lebih, analisis deskriptif juga biasa dilakukan dengan tujuan utama agar
dapat memberikan gambaran atau penjelasan terkait suatu kondisi apa adanya
(Adiwisastra et al.,2020; Tino et al., 2021). penelitian deskriptif bersifat independen
tampa membuat perbandingan. Untuk dapat memperoleh data penelitian, peneliti
mewawancarai 2 responden yaitu bapak isa imanullah anshari S.Hut selaku staf ahli
kebijakan di balai kph toffo pajo dan bapak Ahmad rifai selaku kepala seksi
perencanaan, pemanfaan hutan dan pemberdayaan masyarakat pada kph toffo pajo
soromandi. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
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sekunder, untuk teknik pengumpulan data menggunakan metode studi dokumen,
observasi dan wawancara, Untuk tahapan pengelolahan data terdiri dari tabulasi data
dan analisis data berdasarkan temuan lapangan. Penelitian ini mengacu pada
panduan analisis penilaian kinerja pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan hutan
pada wilayah kesatuan pengelolaan hutan di provinsi nusa tenggara barat. Indeks
penilaian kinerja pembangunan kph dapat dikategorikan menjadi tiga kelas yaitu
tinggi, sedang dan rendah, setiap elemen akan di berik nilai bobot seperti pada Tabel
1.
Tabel 1. Kategorisasi Bobot Penilaian Kinerja KPH

Uraian Skor
Bila data lapangan memenuhi seluruh unsur yang 3
tertuang dalam elemen kualitas
Bila data lapangan hanya memenuhi sebagian unsur 2
yang tertuang dal am elemen kualitas
Bila data lapangan tidak memenuhi seluruh unsur 1

yang tertuang dalam elemen kualitas

Kemudian untuk menganalisis data dalam peneilaian ini, metode yang di
gunakan adalah perhitungan rata-rata yang dilakukan dalam dua tahap sebagai
berikut:

1. Menentukan rata-rata dalam satu indikator dapat dihitung dengan menjumlah
nilai/skor hasil penilaian dalam setiap elemen kualitas yang berada dalam satu
indikator kemudian dibagi dengan jumlah seluruh elemen kualitas yang
terdapat dalam satu indikator:

jumlah skor dari masing masing elemen kualitas

jumlah seluruh elemen kualitas pada suatu indikator
2. Menentukan hasil akhir penilaian dapat dilakukan dengan menghitung
jumlah nilai/skor rata-rata hasil penilaiandalam setiap kriteria dibagi dengan

jumlah seluruh kriteria yang digunakan dalam proses penilaian:

jumlah skor dari masing — masing kriteria

jumlah seluruh kritertia yang di gunakan
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi merupakan KPH yang
menggabungkan 2 Unit yaitu (Unit XIX) dan (Unit XIV) yang secara Administrasi
berada di Kabupaten Dompu dan Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas Hutan
Lindung (HL) seluas 33.717 Ha; Hutan Produksi seluas 3.917 Ha; dan Hutan
Produksi terbatas (HPT) 6.365 Ha.
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Tabel 2 Hasil analisis penilaian kinerja KPH

No Kriteria Nilai indeks Kategori
1. kelembagaan pengelolaan hutan 2,54 Tinggi
2. Tata Hutan dan rencana pengelolaan Hutan 2,8 Tinggi
3. Tata Hutan dan rencana pengelolaan Hutan 1,95 Sedang
4.  Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 2,85 Tinggi
5. Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan 2,54 Tinggi
6. Pemberdayaan 2,62 Tinggi
7. Peran serta masyarakat 2,33 Sedang
8. Kerjasama 1 Rendah
9. Monitoring dan evaluasi 1,8 Sedang
10. System informasi kehutanan 2 S edang
11. Pembinaan dan pengawasan 1,7 Sedang
12. Pendanaan 1,75 Sedang
13. Sarana dan prasarana 2 Sedang

Sumber hasil analisis data primer
Kelembagaan Pengelolaan Hutan
kelembagaan bisa di sebut dengan lembaga yang tinggi yang di dalamnya
terdapat perilaku dan struktur yang setara kedudukannya dan dapat di sebut sebagai
organisasi.(Sukwika, 2018; Arini et al.,2020) Seperti pada tabel di atas Hasil penilaian
dengan kriteria kelembagaan pengelolaan hutan sebesar 2,54 menempatkan Balai
KPH Toffo Pajo Soromandi dapat dikategori tinggi , angka ini menunjukan bahwa
secara umum, seperti struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab,
serta adanya prosedur operasional standar, kemungkinan besar sudah terbentuk dan
berfungsi.
Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan
Dari hasil analisis data menunjukan, bahwasannya kriteria Pemanfaatan

Hutan dan Penggunaan kawasan Hutan di peroleh nilai indeks sebesar 1,95
dengan kategori sedang, hal ini dapat menunjukan bahwa pemaanfaatan dan
penggunaan pada kawasan KPH Toffo Pajo belum secara optimal, tetapi juga tidak
bisa dikatakan berada pada kondisi yang rendah, hasil ini dapat mengindikasikan
sebagian besar potensi yang berada pada kawasan Hutan telah di gunakan,
namun hal ini masih memiliki ruang untuk dilakukannya peningkatan baik dari
sisi kuantitas maupun kualitas pemanfaatannya. Dari hasil wawancara di
temukan hal yang dapat menyebabkan kriteria Pemanfaatan Hutan dan
Penggunaan kawasan Hutan dikategorikan menjadi sedang yakni: a.

1. Kurangnya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti Madu,

Bambu, Rotan dll.
2. Belum optimalnya kerjsama baik itu dari masyarakat atau pihak ketiga
dalam kawasan hutan.
3. Adanya keterbatan akses, infrastruktur, dan kurang nya SDM dari
masyaarkat dalam .pengelolaan hutan.
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Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Dari hasil wawancara dengan menggunakan kusioner di peroleh Nilai indeks
2,85 dengan kriteria Perlindungan Hutan dan konservasi alam, dapat menunjukan
bahwa upaya yang di lakukan oleh pihak KPH dalam perlindungan hutan dan
konservasi alam yang dilakukan berada pada tingkat yang baik atau optimal. ini
termasuk dalam kategori tinggi, yang berarti kegiatan kegiatan yang di lakukan
oleh pihak KPH berjalan meski tidak sepenuhnya berhasil, meskipun nilai indeks
2,85 tergolong kedalam kategori tinggi namun belum mencapai skor maksimal
artinya masih banyak ruang untuk dapat memperbaiki lagi seperti melakukan
penguatan kapasitas kelembagaan KPH, penambahan personil penyuluh
kehutanan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi dan
rehabilitasi serta pengawasan yang keberlajutan.
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Nilai indeks 2,54 dengan kriteria Rehabilitasi dan reklamasi hutan

menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi dan reklamasi kawasan hutan dalam
wilayah kerja Balai KPH Toffo Pajo telah dilakukan dengan baik dan memberikan
dampak yang sukup signifikan. Kategori tinggi menandakan bahwa upaya
pemulihan kondisi hutan dari kerusakan atau degradasi sudah berada di jalur yang
benar, meskipun belum sepenuhnya optimal, dalam hal pelaksananaan nya
mengalami beberapa permasalahan seperti bibit yang di berikan tidak sepenuhnya di
tanam, atau tidak di pelihara dengan baik oleh masyarakat yang mengelolaa kawasan
hutan menurut (Khalik, 2019) kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan
menggunakan metode partisipatif dengan tujuan agar dapat mengembangkan
potensi dan bisa memberdayakan masyarakat secara langsung, kegiatan rehabilitasi
dilakukan dengan cara rehabilitasi dan penghijauan kembali, untuk tingkat
keberhasilan nya di tentukan langsung oleh masyarakat itu sendiri.
Pemberdayaan

kegiatan pemberdayaan ini dapat di katakana berhasil apabila masyarakatnya
berpartisipasi secara langsung pada kegiatan yang sudah terencana. Hasil analisis
data yang di peroleh dari wawancara menggunakan kusioner penelitian dengan
kriteria pemberdayaan mendapatkan skor 2,62 menandakan bahwa sebagian besar
indikator pemberdayaan berada dalam kondisi optimal atau mendekati ideal. Hal ini
menunjukkan bahwa program pemberdayaan tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga
relevan, Nilai indeks 2,62 dapat menunjukan bahwa program pemberdayaan
masyarakat dapat di lakukan secara efektif dan berdampak nyata meski tidak
sepenuhnya optimal. Dari hal tersebut masyarakat tidak hanya dapat memperoleh
manfaat ekonomi saja melainkan juga dapat menjadi mitra aktif dalam pelestarian
hutan.
Peran Serta Masyarakat

Menurut (Runggandini, 2018) dalam pengelolaan hutan peran serta

masyarakat di butuhkan dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi. Peran
serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu langkah nyata penghubung antara
masyarakat dengan pemerintah terkait suatu kebijakan lewat komunikasi Nilai
indeks dari kriteria peran serta masyarakat di peroleh sebesar 2,33 dengan kategori
sedang ini, dapat menunjukan bahwa keterlibatan masyarakat baik itu secara
langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan hutan sudah terlihat dari
adanya nilai tersebut, namun sampai saat ini hal tersebut belum secara merata,
konsisten dan optimal untuk dilakukan. meskipun seringkali ada inisiatif serta
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partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Kategori sedang ini menunjukan bahwa
ada program atau kegiatan yang melibatkan masyarakat namun belum
menyentuh seluruh lapisan atau kelompok masyarakat dalam kegiatan kegiatan
yang di selenggarakan
Kerjasama
Menurut Harsoono et al. (2019); Agustina et al. (2019) Kerjasama adalah sebuah
tatatanan pekerjaan yang dapat di kerjakan oleh dua orang atau lebih supaya dapat
memenuhi tujuan. Kerjasam atau kolaborasi dalam sebuah tim dapat membantu
mempermudah mewudkan sebuah keberhasilan yang nyata, untuk itu ktiteria
kerjasama ini sangat di perlukan dalam mengetahui kinerja kph. Pada kriteria kerja
sama dengan nilai indeks sebesar 1,00 dikategorikan kedalam kelas rendah, hal ini
di picu oleh aspek kolaborasi dan Kemitraan pengelolaan Hutan masih terbilang
lemah, atau dengan kata lain belum berjalan secara optimal. perlu adanya ;
a. Inisiatif untuk membangun kolaborasi pada lintas sektor
b. Di lakukan perbaikan komunikasi dan transparasi oleh kedua belak pihak
c. Serta membangun kelembagaan kerjasama yang kuat dan berkelanjutan.
Monitoring dan Evaluasi
berdasarkan hasil wawancara dengan kriteria monitoring dan evaluasi di
peroleh nilai indeks sebesar 1,8 nilai ini dapat di kategorikan kedalam kelas sedang
karena monitoring dan evaluasi merupakan salah satu proses penting dalam kegiatan
kehutanan tujuan nya adalah untuk dapat menilai sejauh mana program yang di
rencanakan berjalan lancar, melacak kemajuan kegiatan yang di selenggarakan, jika
di temukan hasil yang kurang oktimal maka bisa langsung menyusun langkah
perbaikan serta menjadi dasar agar dapat melakukan pengambilan keputusan untuk
kegiatan berikutnya.
Sistem Informasi Kehutanan
Nilai indeks 2,00 menunjukan bahwa sistem informasi kehutanan sudah ada
dan tersedia namun dalam hal ini masih belum secara optimal di pergunakan karena
beberapa keterbatasan di antaranya adalah beberapa data yang bersifat privasi yang
tidak boleh di akses oleh masyarakat, dengan adanya penilaian ini menjadi dasar yang
kuat untuk di kembangkan, namun perlu adanya penguatan kapasitas, dan
kolaborasi agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan informasi
kehutanan.
Pembinaan dan Pengawasan
Seperti dalam tabel hasil analisis kinerja KPH pada poin 11 dengan kriteria
pembinaan dan pengawasan memperoleh nilai indeks sebesar 1,7 dengan kategori
sedang kegiatan pembinaan, pemanfaatan serta kegiata lainnya sudah di lakukan
tetapi belum secara optimal, perlu adanya peningkatan dalam SDM, kualitas dan
cakupan yang lebih meluas dari data tersebut sudah membuktikan bahwa perlu
adanya penguatan agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Pendanaan
Pendanaan merupakan salah satu hal terpenting dalam pengelolaan hutan
yang lestari menurut Bahrun et al.,2020 ketentuan pendanaan berfokus pada
penentuan dari mana dana akan di peroleh dan dalam bentuk seperti apa dana
tersebut akan di gunakan. Jika dana tidak mencukupi seluruh rencana kegiatan maka
akan berpengaruh pada hasil akhir dari sebuah kinerja. Krieria pendanaa dengan nilai
indeks sebesar 1,75 dengan kategori sedang menunjukan bahwa kriteria pendanaan
dalam konteks kehutanan mengacu pada dukungan keuangan dalam pelaksanaan
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program seperti kegiatan kegiatan perlindungan dan konservasi SDA, kegiatan
rehabilitasi dan perhutanan sosial, serta investasi kehutanan di kategorikan
menunjukan bahwa dana yang tersedia kurang mendukung atau kurang memadai
jika digunakan pada seluruh kegiatan yang ada, itu artinya bahwa program penudaan
sudah ada namun belum berfungsi secara optimal.
Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan keseluruhan peralatan serta perlengkapandan

fasilitas kerja yang dapat berfungsi sebagai penunjang utama atau pembantu dalam
mendukung pekerjaan dan pelaksanaan kepentingan Paleeleu et al., (2022).
Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bukan hanya tentang pemenuhan
aset fisik. Keberhasilannya juga ditentukan oleh pengelolaan yang terstruktur,
termasuk bagaimana aset tersebut diorganisir, didistribusikan, dan dikelola secara
berkelanjutan Lestari et al., (2023). dengan nilai indeks sebesar 2,00 ini menunjukan
bahwa sarana dan prasarana di KPH Toffo Pajo sudah tersedia namun belum
sepenuhnya memadai atau masih kurang merata dalam mendukung kegiatan
pengelolaan hutan secara opitimal. tersedianya peralatan ini masih terbatas
jumlahnya sehingga tidak bisa digunakan secara merata oleh semua petugas.
Kemudian perlu adanya penguatan dan pembaruan agar oprasional di lapangan
dapat berjalan lebih efisien dan profesional
Hasil Akhir Penilaian

jumlah skor masing masing kriteria di bagi dengan seluruh kriteria yang di
gunakan. Dalam hasil wawancara menggunakan kusioner dengan jumlah
pertanyaan sebanyak 86 di bagi ke dalam 13 kriteria sesuai dengan panduan
Penilaian Kinerja pembangunan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan pada Wilayah
Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi NTB. di peroleh nilai indeks sebesar 2,14
dengan katerori sedang, hal ini di pengaruhi oleh hasil akhir dari perhitungan kriteria
yang berbeda beda, seperti pada pembahasan di atas bahwa setiap kriteria memiliki
skornya masing masing, hal ini bisa di perkuat oleh data di setiap kriterianya.

Grafik Penilaian Kinerja KPH

2,5

1,5

Nilai Indeks

0,5

5 6 7

Kriteria

8 9 10 11 12 13

Gambar 1. Grafik perhitungan kinerja KPH
Hasil penelitian ini dapat menunjukan bahwa aspek penilaian kinerja
pengelolaan hutan pada wilayah KPH Toffo Pajo dengan menggunakan, 44
indikator dan 86 elemen kualitas yang terbagi kedalam 13 kriteria sesuai dengan buku
panduan penilaian kinerja pembangunan dan pelaksanaan pengelolaan hutan pada
wilayah kesatuan hutan di provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini berkaitan dengan
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peran hutan dalam menjaga keseimbangan ekologi yang berdampak pada iklim
dunia, seperti fenomena pemanasan global yang dapat menganca m keselamatan
manusia. Pada dasarnya instansi yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan
adalah instansi kehutanan di tingkat daerah.(Arba et al., 2023) yang dalam hal ini
KPH to ffo pajo selaku instansi pengelolaan hutan di tingkat tapak sudah berupaya
dalam melakukan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Seperti yang terlihat pada tabel grafik di atas menunjukan skor tertinggi
diperoleh oleh kriteria perlindungan hutan dan konservasi alam dengan nilai indeks
sebesar 2,85 dapat di kategorikan ke dalam kelas tinggi hal ini di sebebkan oleh upaya
upaya yang di lakukan kph Toffo pajo sudah di lakukan sesuai dengan prosedur yang
sesuai dengan peraturan daerah no 14 tahun 2019 tentang pengelolaan hutan di
NTB. seperti patroli hutan, patrol gabungan, penanganan hutan partisipatif dan
penjagaan, penyelidikan dan pemeliharaan barang bukti dll.

Untuk skor terendah di peroleh oleh kriteria ke 8 yaitu kerja sama dengan dilai
indeks 1. Menurut (Yeny et al., 2018) keberhasilan dalam hal pengelolaan hutan sangat
bergantung pada keterlibatan pihak lain dalam pengelolaan hutan atau kegiatan
yang di rencanakan . dari hasil wawancara dengan pihak kph, dapat di simpulkan
dari hasil analisi data skor terlemah dari semua kriteria yang ada adalah kerjasama,
hal ini di sebebkan oleh kurangnya kerjasama baik dari pihak pihak provinsi dengan
pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan hutan, seperti pada kegiatan tata
hutan dan perencanaan, rehabilitasi dan deklamsi, pemanfaatan hutan, penggunaan
kawasan hutan, penanganan konflik pemberdayaan masyarakat dan perlindungan
hutan serta konservasi, kegiatan kegiatan ini seharuhnya menjadi ajang sekaligus
mempererat hubungan kerjasama antara kedua pihak atau lebih dalam pengelolaan
kawasan hutan. (Nikoyan et al., 2020) mengatakan bahwa jika ingin melakukan
pelaksanaan hutan secara menyeluruh perlu adanya kerjasama dengan pemerintah
daerah. Hal inilah yang dapat memperkuat kinerja kph dalam pengelolaan hutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data kinerja pengelolaan hutan pada Balai KPH Toffo

Pajo Soromandi di peroleh beberapa kesimpulan ;

1. Hasil analisis kinerja kph toffo pajo berada di kategori sedang dengan
memperoleh niai indeks sebesar 2,14 Nilai indeks tersebut di pengaruhi oleh
hasil akhir perhitungan dari semua kriteria, Kinerja tinggi ini didorong oleh upaya
KPH Toffo Pajo yang telah sesuai dengan Prosedur dan Peraturan Daerah No. 14 Tahun
2019,

2. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, upaya yang sudah dilakukan
KPH Toffo Pajo dalam meningkatkan kinerja adalah dengan melakukan kegiatan seperti
patroli hutan, patroli gabungan, penanganan hutan partisipatif, penjagaan, dan
penyelidikan barang bukti.
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